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Hitung Kerugian Negara pada Korupsi PDAM Lebak, Kejari Terjunkan Tim Ahli 

 

 

(Sumber: https://www.radarbanten.co.id/) 

 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak akan menerjunkan tim ahli dari Universitas Indonesia (UI) untuk 

menghitung kerugian negara1 pada kasus korupsi penyertaan modal2 di PDAM3 Lebak. Korps Adhyaksa 

ini meminta bantuan tim ahli dari UI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan 

korupsi penyertaaan modal PDAM Kabupaten Lebak sebesar Rp 15 miliar yang berasal dari APBD 

Kabupaten Lebak tahun 2020. 

Selain meminta bantuan tim ahli dari UI, Kejari Lebak juga menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP). “Dalam waktu dekat ini (ahli dari UI), nanti dari ahli ini hasilnya kita 

serahkan ke BPKP untuk memudahkan perhitungan,” kata Kasi Pidsus Kejari Lebak, Irfano Rukmana 

Rachim, Rabu 31 Juli 2024. 

Hingga saat ini pihaknya terus melakukan pemeriksaan kepada puluhan saksi untuk mengungkap rasuah 

dalam proyek penyertaan modal yang berasal dari pemkab lebak kepada PDAM berupa perbaikan 

belasan mesin pompa intake milik PDAM Lebak. “Sejumlah saksi terus kita periksa untuk dalami mulai 

dari pegawai PDAM, dewan pengawas pdam sampai pihak ketiga pelaksana perbaikan pompa intake,” 

jelasnya. 

Disinggung mengenai penetapan tersangka, Irfano menegaskan pihaknya belum menetapkan tersangka 

dalam dugaan korupsi PDAM Lebak. “Belum ada tersangkanya. Nanti setelah hasil audit kerugian 

 
1 Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara).  

2 Penyertaan Modal Daerah adalah investasi yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dan menghasilkan pendapatan daerah serta merupakan aset daerah yang dipisahkan (Pasal 1 Angka 1 Peraturan 
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik 
Negara Dan Badan Usaha Milik Daerah). 

3 Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang 

pelayanan air minum (pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Dan 
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum) 
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negaranya sudah keluar dari BPKP baru dapat kita ketahui. Walaupun penyidik telah mengantongi calon 

tersangkanya,” kata mantan Kasi Intelijen Kejari Probolinggo ini. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebak, Mayasari mengatakan, pada tahun 2020 PDAM Lebak 

mendapat alokasi bantuan penyertaan modal untuk perbaikan pompa intake milik PDAM Lebak yang 

bersumber dari APBD Lebak. “Salah satu kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan penyidik adalah 

kegiatan perbaikan 17 pompa intake milik PDAM pada tahun 2020-2021 yang menggunakan dana 

penyertaan modal,” katanya. Saat ini penyidik telah meminta permohonan audit ke BPKP untuk 

menghitung kerugian keuangan negara. 

Dijelaskannya, pada tahun 2020 PDAM Kabupaten Lebak memperoleh penyertaan modal dari APBD 

Kabupaten seebesar Rp 15 miliar yang kemudian PDAM Lebak berkewajiban untuk menjaga dan 

meningkatkan kinerja perusahaan, memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan 

kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah. “Tapi, dalam penggunaan dana penyertaan 

modal itu diduga terdapat perbuatan melawan hukum atau penyalanhgunaan kewenangan yang 

merugikan keuangan daerah pemkab Lebak,” jelasnya. 

 

Sumber Berita 

https://radarbanten.co.id/, Hitung Kerugian Negara pada Korupsi PDAM Lebak, Kejari Terjunkan Tim 

Ahli, 31 Juli 2024. 

 

Catatan 

➢ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada halaman 

61 huruf b menyatakan terkait Penyertaan Modal Daerah, yaitu: 

1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau 

badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi. 

2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan 

perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat 

lainnya. 

4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi: 

a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal 

daerah; 

b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan 

pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;  
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c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu 

dalam jangka waktu tertentu;  

d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari 

penyertaan modal daerah;  

e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan 

pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;  

f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu 

sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;  

g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.   

5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga 

dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.  

6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan 

atau pembelian surat utang.  

7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah 

dan/atau pemberian pinjaman.  

8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat 

(dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga 

keuangan bukan bank.  

9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan 

berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.  

10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan 

dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai 

penyertaan modal daerah bersangkutan.  

11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus 

sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada 

Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan   

12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD 

atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.  

13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, 

penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban 

penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.  

15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan 

modal/investasi secara nasional.  

16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada. 

17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah 

tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah 
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penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal 

bersangkutan 

18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah 

penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, 

pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung. 

20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah 

terlebih dahulu Menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam 

dokumen rencana kegiatan investasi.  

21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk 

disetujui oleh kepala daerah.   

22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis 

penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.  

23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi 

pemerintah daerah.  

24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah.  

25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian 

kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko. 

 

➢ Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 mengatur terkait Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan 

Kerugian Negara/Daerah, Dan Pemberian Keterangan Ahli, pada: 

1. Pasal 13 menyatakan bahwa Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui 

Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian 

Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai 

akbat dari penyimpangan dalam pengeleloaan keuangan negara/daerah. 

2. Pasal 14 menyatakan bahwa Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh BPK 

dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh Instansi yang Berwenang. 

3. Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan 

berdasarkan permintaan dari Instansi yang Berwenang. 

4. Pasal 15 Ayat (2) menyatakan bahwa permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

disampaikan secara tertulis kepada Ketua BPK melalui surat pejabat yang berwenang di 

lingkungan instansi yang berwenang. 

5. Pasal 15 Ayat (3) menyatakan bahwa instansi yang Berwenang wajib menyediakan Dokumen 

pendukung dalam rangka penghitungan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud 

apada ayat (1). 
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6. Pasal 16 menyatakan bahwa BPK dapat berkoordinasi dengan Instansi yang Berwenang dalam 

rangka menindaklanjuti permintaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah. 

7. Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa untuk melaksanakan penghitungan Kerugian 

Negara/Daerah, BPK memperoleh Bukti Pemeriksaan melalui Instansi yang Berwenang. 

8. Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa bukti pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat pula diperoleh BPK dari pihak lain sesuai kewenangan BPK. 

9. Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyusun laporan Hasil Pemeriksaan 

penghitungan Kerugian Negara/Daerah setelah Pemeriksaan selesai dilakukan.  

10. Pasal 18 Ayat (2) menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian 

Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan.  

11. Pasal 18 Ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian 

Negara/Daerah bersifat rahasia.  

12. Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan 

penghitungan Kerugian Negara/Daerah kepada Instansi yang Berwenang.  

13. Pasal 19 Ayat (2) menyatakan bahwa Penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan 

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita 

acara serah terima. 


